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R A N C A G A N

WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 09 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, perlu ditunjang dengan dana yang dialokasikan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, mengamanatkan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) diatur dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota

Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat    : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar  dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan

Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik

Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar

3.  Undang-Undang ...
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dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

9.  Undang-Undang …
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9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)

sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4712);

16. Peraturan …
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 65

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

21..Peraturan …
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4741);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5351);

27..Peraturan …
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis

Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala

Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5179);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5334);

33..Peraturan …
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33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan,

Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan

Bantuan Keuangan Partai Politik;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2013;

39. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat II Bandung;

40..Peraturan …
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40. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07);

41. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

42. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013

43. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2011

tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB);

44. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2011

tentang Pajak Air Bawah Tanah;

45. Peraturan Walikota Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah untuk keenamkalinya dengan Peraturan

Walikota Nomor 1053 Tahun 2011;

46. Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah serta Pedoman dan Tata Cara

Musrenbang;

47..Peraturan …
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47. Peraturan Walikota Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata

Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan

Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 836 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Walikota Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata

Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan

Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

48. Peraturan Walikota Bandung Nomor 410 Tahun 2012 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung

Tahun 2013;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2013 dengan  rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 4.167.933.634.402,00

b. Belanja Rp. 4.555.422.015.549,00

Surplus/(Defisit) Rp. (387.488.381.147,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Rp. 414.570.000.000,00

2. Pengeluaran Rp. 27.081.618.853,00

Jumlah …
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Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 387.488.381.147,00

3. Sisa lebih pembiayaan

Tahun Anggaran Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.

1.344.159.106.133,00

b. dana perimbangan sejumlah Rp. 1.820.636.330.071,00

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah

Rp. 1.003.138.198.198,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

Huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak  daerah sejumlah Rp. 1.056.000.000.000,00

b. retribusi daerah sejumlah Rp. 82.116.228.425,00

c. hasil    pengelolaan     kekayaan      daerah        yang

dipisahkan sejumlah Rp. 12.157.551.445,00

d. lain-lain     pendapatan     asli     daerah      yang     sah

sejumlah Rp. 193.885.326.263,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak  sejumlah

Rp. 267.382.768.071,00

b. dana alokasi umum Rp. 1.485.941.032.000,00

c. dana alokasi khusus sejumlah Rp. 67.312.530.000,00

(4) lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

lainnya sejumlah Rp. 509.642.917.797,00

b. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah

Rp. 417.049.325.236,00

c. bantuan …
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c. bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah

Daerah lainnya Rp. 76.445.955.165,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlahRp. 2.176.913.454.226,00

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 2.378.508.561.323,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 1.726.506.447.935,00

b. Belanja subsidi sejumlah Rp. 68.000.000.000,00

c. Belanja hibah sejumlah Rp. 280.517.006.291,00

d. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 96.075.000.000,00

e. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 815.000.000,00

f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 184.122.051.625,00

b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 749.757.478.251,00

c. Belanja modal sejumlah Rp. 1.444.629.031.447,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan   Daerah   sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 1

terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 414.570.000.000,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 27.081.618.853,00

(2) Penerimaan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 414.570.000.000,00

b.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp.

26.000.000.000,00

(3) Belanja …

b. Pembayaran …



12

b. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 1.081.618.853,00

(4) memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih

realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan

pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah tentang APBD.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

belanja untuk keperluan mendesak.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) mencakup :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran

berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah

Daerah dan masyarakat.

(7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan

kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan

terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.

(8) Pendaanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam

RKA-SKPD.

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya

perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan

pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi

anggaran.

Pasal 5

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya,

yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan

daerah perubahan APBD.

(2)Keadaan …



13

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sekurang-kurangnya memenuhi criteria sebagai berikut:

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan

sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;

dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan

darurat.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia

anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menggunakan belanja tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat

dilakukan dengan cara:

a. Menggunakan dana dari hasil penjadualan ulang capaian

target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun

anggaran berjalan; dan/atau

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih

realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi

penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan

dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

belanja untuk keperluan mendesak.

(6) Criteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) mencakup:

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran

berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah

Daerah dan masyarakat.

(7)Penjadualan …
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(7) Penjadualan ulang pencapaian kinerja program dan kegiatan

lainnya dalam tahun anggaran berjalansebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih

dahulu dalam DPA-SKPD.

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu

dalam RKA-SKPD.

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya

Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan

pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi

anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat

Daerah;

3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat

Daerah, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan

Kerja Perangkat Daerah, Program dan

Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah

dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Daerah;

6. Lampiran …
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6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Lain-lain;

11.Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya

yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan

Kembali dalam Tahun Anggaran ini;

12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;

13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota Bandung

menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2
011
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA
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Diundangkan di Bandung

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD

EDI SISWADI

Salinan sesuai dengan
aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

ERIC M. ATTHAURIQ
Pembina Tingkat I

NIP.19711102 199603 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 9



17

Untuk Lampiran

Silahkan Hubungi :

Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Bandung

Dan

JDIH Bagian Hukum Dan HAM

Sekretariat Daerah Kota Bandung


